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ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

Factors Affecting Financial Performance of The Local Government on
South Sulawesi

M. Yusuf Indrawan
Ratna Ayu Damayanti
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, intergovernmental revenue, ukuran
pemerintah daerah, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan data
sekunder vyaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuran
pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue dan leverage tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, intergovernmental revenue, ukuran
pemerintah daerah, leverage

This study aimed to analyze the factors that affect the financial performance of
local government on the province of South Sulawesi. The factors used are
revenue (PAD), intergovernmental revenue, the size of local government, and
leverage. The data of this study using secondary data that the financial
statements local government on the province of South Sulawesi in 2009-2011.
This study uses multiple linear regression analysis model. Results of this study
indicated that the PAD and the size of local government are factors that affect the
financial performance of local government. Intergovernmental revenue and
leverage had no effect on financial performance of local government.

Keywords: financial performance, PAD, intergovernmental revenue, size of
local government, leverage
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 telah memberi
kewenangan vyang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan
keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

(1) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,

(2) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan
dan belanja negara, dan

(3) administrasi pendanaan  penyelenggaraan urusan  pemerintah
sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara teisah dari
administrasi  pendanaan  penyelenggaraan urusan pemerintah
sebagaimana maksud pada nomor (2).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan “pengelolaan
keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan”.



Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintah harus mengelola keuangan
daerahnya secara tertib dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaran
urusan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
dituangkan dalam APBD vyang langsung maupun tidak langsung
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan
pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan
keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya
mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut
untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang
dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-
tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung
pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan
keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94). Menurut
Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai
akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih
baik”.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat

sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut



dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar
(Fahmi, 2012:2). Menurut Wilson et al. (2010:408) menyebutkan bahwa:

Ensuring that the government has the financial capacity to sustain
desired services is the primary reason for managers to monitor financial
performance... Decision makers external to the government also need to
assess government performance as they decide whether to locate
businesses in a city, work for public entities, or invest in municipal bonds

Pengukuraﬁ kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan
keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo,
2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi
suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja
keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk
memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan
keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang
diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus
dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam
daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi
finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat
menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik dan berkualitas.

Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu
dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan
daerah yang dikemukakan oleh Nur (2011) yaitu, masih tingginya proporsi
anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, daripada
belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi
yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan
rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Kemudian pendapat

dari Atmaja (2010) yaitu, berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan



daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Hal
tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD
tahun 2011 yang mengalami peningkatan dari pemeriksaan LKPD tahun
2010 yang menemukan 320 kasus ketidaktaatan terhadap perundang-
undangan menjadi 337 kasus senilai 228,133 Milyar pada tahun 2011 yang
berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Temuan tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang
menyatakan bahwa, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu
pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah
tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pengukuran kinerja keuangan daerah
adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena salah satu kunci
sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan
pengukuran kinerja (Greiling, 2005).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan
pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya
adalah PAD (Nasution, 2011), intergovernmental revenue (Sesotyaningtyas,
2012), ukuran pemerintah daerah, dan leverage (Sumarjo, 2010). Dari
penelitan sebelumnya mengenai faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa
PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan
intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan
(Julitawati et al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010)
mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah
maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal yang

sama juga dilakukan oleh Sumarjo (2010) menyatakan bahwa faktor leverage



berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini
mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan
menambahkan indikator pada pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan
dengan analisis kemandirian keuangan daerah dan tingkat efektivitas
pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim,
2008:232). Tingkat efektivitas pendapatan daerah menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim,
2008:234). Penambahan indikator pada pengukuran kinerja keuangan
tersebut sejalan dengan rekomendasi penelitian Sumarjo (2010).
Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti
mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Faktor-Faktor yang
Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan dalam manajemen keuangan daerah seperti,
penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan
ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah (Atmaja, 2010). Hal tersebut
sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya

pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011



yang mengalami peningkatan kasus ketidaktaatan terhadap perundang-

undangan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang berakibat terjadinya

kerugian daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih rendah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011), Sesotyaningtyas
(2012), dan Sumarjo (2010) mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti, PAD (Nasution, 2011), intergovernmental revenue (Sesotyaningtyas,
2012), ukuran pemerintah daerah, dan leverage (Sumarjo, 2010).
Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini,
yaitu:

1. Apakah PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemerintah
kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah intergovernmental revenue merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi
Sulawesi Selatan?

3. Apakah ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi
Sulawesi Selatan?

4. Apakah leverage merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?



1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi
Selatan dan mencari bukti empiris bahwa PAD, intergovernmental revenue,
ukuran pemerintahan, dan leverage adalah faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi

Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
kegunaan secara teoretis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoretis
1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi
mengenai  kinerja keuangan khususnya pada pemerintah
kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang

memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2. Untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut yang akan
digunakan oleh penelitian lainnya yang ingin mengangkat topik yang

sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis
1. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah
daerah khususnya di 24 pemerintah daerah kabupaten/kota di

Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan mengenai faktor-faktor



yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Masyarakat, menjadi informasi dalam mengamati kinerja keuangan
pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat
pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

3. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian
lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada

bidang konsentrasi ilmu akuntansi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang
memengaruhi kinerja keuangan vyaitu, PAD, intergovernmental revenue,
ukuran pemerintahan, dan leverage. Penentuan faktor-faktor ini berdasarkan
penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian faktor-faktor tersebut dilakukan
dengan menggunakan LKPD 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi

Selatan pada tahun 2009-2011.

1.6 Organisasi/Sistematika
Organisasi/Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Bab |
pendahuluan, Bab Il tinjauan pustaka, Bab Il metodologi penelitian, Bab IV
hasil penelitian dan pembahasannya, serta Bab V penutup.
BAB| Latar Belakang
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan

organisasi/sistematika.



BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Metodologi Peneltian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan
definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan
atas hasil analisis data.

Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang
diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan
keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi

penelitian selanjutnya.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan pada sektor private menurut Kieso et al. (2011:5)
merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada
pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan kondisi keuangan
dan hasil usaha suatu perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.
Menurut Harahap (2011:205) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses
akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi
para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan
keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai
pertanggungjawaban atau accountability. Sekaligus menggambarkan
indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan.
Data-data keuangan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Maka
dari itu, laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi para
pemakainya, karena laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang
penting dalam proses pengambilan keputusan dan menggambarkan kinerja
suatu entitas dalam mencapai tujuannya.

Demikian juga pada sektor publik, organisasi sektor publik diwajibkan
untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik
merupakan kompenen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik
(Mardiasmo, 2009:159). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan

akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pemerintah untuk

10
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memberikan informasi kepada publik. Salah satunya informasi akuntansi

yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor

71 tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas sumber

daya yang dipercayakan kepadanya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala

daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 tahun 2010), komponen

laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber alokasi
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
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pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.

5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris Yyang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu

6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk
akuntabilitas yang menjadi sarana untuk mewujudkan good governance yang
saat ini sedang diupayakan di Indonesia (Sadjiarto, 2000). Dengan demikian,
pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut
untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih
akurat. Ternyata dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan,
keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas tidak dapat dipenuhi hanya
dengan laporan keuangan saja, tetapi masyarakat ingin adanya pengukuran
kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000). Hal tersebut sejalan dengan
salah satu tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu memberikan
informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mardiasmo,

2009:164).
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2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi (Bastian, 2009:329). Untuk mengetahui keberhasilan suatu
organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur.
Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi
(Mahmudi, 2010:12). Kesuksesan organisasi, dalam hal ini organisasi sektor
publik, digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik.
Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui
kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang murah dan
berkualitas (Mahmudi, 2010:12). Menurut Mardiasmo (2009:121) pengukuran
kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik;

2. untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan

3. untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki
komunikasi kelembagaan.

Pada sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik sangat penting
untuk membantu pemerintah menilai pencapaian suatu strategi melalui alat
ukur nonfinansial dan finansial (Mardiasmo, 2009:121). Informasi nonfinansial
yang dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance
scorecard yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja sektor
publik. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur dengan
melibatkan empat aspek, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan,
aspek efisiensi proses internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan

(Mahmudi, 2010:143). Kemudian pengukuran kinerja dari informasi finansial
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adalah kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah
dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah
tingkat capaian dari suatu hasil yang diukur menggunakan indikator
keuangan (Nasution, 2011). Menurut Kieso et al. (2011:220), untuk mengukur
kinerja keuangan digunakan rasio keuangan. Rasio keuangan dijadikan
acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu organisasi (Fahmi, 2012:44).

Rasio keuangan pada anggaran yang telah dibuat, dalam hal ini
APBD, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu
periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kondisi kinerja
pemerintah daerah (Halim, 2008:232). Beberapa rasio yang dapat
dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD
antara lain, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan debt service
coverage ratio (Halim, 2008:232).

Sementara Sularso dan Restianto (2011) mengukur kinerja keuangan
pemerintah daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
daerah dan retribusi daerah. Kemudian Mirza (2012) menggunakan rasio
efektivitas pendapatan dalam mengukur Kkinerja keuangan pemerintah.
Sumarjo (2010) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio
efisiensi penggunaan anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam
menggunakan anggaran dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai
kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio efisiensi
berarti kinerja keuangan pemerintah daerah baik (Halim, 2008:234). Melalui

pengkuran kinerja tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu:
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berperan dalam memajukan daerahnya dengan menggali seluruh potensi
yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Nasution,
2010);

merealisasikan PAD secara efektif dengan mengendalikan aset-aset
strategis sebagai sumber pendapatan daerah dengan membuat program
atau kegiatan yang menunjang realisasi PAD (Kurniati, 2012); dan
menggunakan anggaran secara efisien guna menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik dalam mewujudkan pertanggungjawaban kepada

publik (Kurniati, 2012).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Sularso
dan Restianto, 2011). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh
besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi tingkat kemandirian
suatu daerah berarti partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah semakin tinggi (Halim, 2008:232). Oleh karena itu,
dengan semakin tingginya masyarakat membayar pajak dan retribusi
daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

semakin tinggi.
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Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kegiatan
atau program pemerintah (Mirza, 2012). Rasio efektivitas menurut Halim
(2008:234) adalah  “kemampuan pemerintah  daerah  dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Oleh
karena itu, dengan rasio efektivitas pendapatan daerah, suatu kegiatan
atau program pemerintah dalam merealisasikan PAD dinilai efektif apabila
kegiatan atau program tersebut mempunyai pengaruh yang besar
terhadap pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang
telah  ditetapkan sebelumnya. Kemampuan pemerintah dalam
menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal
sebesar 100 persen, sehingga menggambarkan kemampuan daerah

yang semakin baik (Halim, 2008:234).

Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan, sehingga bila keputusan yang diambil
berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah
(Sumarjo, 2010). Rasio efisiensi penggunaan anggaran digunakan untuk
mengukur pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil (output) maksimal
dengan menggunakan biaya (input) yang terendah. Tingkat efisiensi yang
rendah atau di bawah 100 persen menunjukkan kinerja pemerintah
daerah semakin baik, sehingga semakin kecil rasio efisiensi atau di
bawah 100 persen maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin

baik dalam menggunakan anggarannya (Halim, 2008:234). Oleh karena
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itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang tepat untuk
menekan belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal
tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil
merealisasikan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan,
namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila realisasi belanja
yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang

diterimanya (Halim, 2008:234).

2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah, salah satunya yaitu karakteristik pemerintah daerah
(Patrick, 2007). Menurut Patrick (2007), karakteristik pemerintah daerah
tersebut terdiri dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan
eksternal. Namun, peneliti mengambil struktur organisasi dan lingkungan
eksternal sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, karena hal
tersebut digambarkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
(Sumarjo, 2010).

Struktur organisasi dalam menjelaskan karakteristik pemerintah
daerah diproksikan dengan kemakmuran yang di ukur dengan total PAD dan
ukuran pemerintah daerah yang di ukur dengan total aset (Suhardjanto et al.,
2010 dalam Sumarjo, 2010). Lingkungan eksternal dalam hal ini diproksikan
dengan intergovernmental revenue (Patrick, 2007). Adapun faktor lain yang
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah leverage dalam
mengukur utang pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Leverage itu sendiri

dapat menjelaskan karakteristik suatu entitas (Almilia dan Retrinasari, 2007).
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2.3.1 Pendapatan Asli Daerah
Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah
dana yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah
(Nasution, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004,
pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-
sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis
pendapatan, yaitu sebagai berikut (Halim, 2012:101).
1. Pajak Daerah
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah
merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah.
2. Retibusi Daerah
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “retribusi daerah
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Menurut Halim (2012:104) jenis pendapatan ini
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diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan
milik negara (BUMN), dan perusahaan milik swasta atau kelompok
usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendaptan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-
lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda pajak, dan pendapatan

denda retribusi (Halim, 2012:104).

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang baik
maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan
meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di
daerah tersebut yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya
untuk digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan pelayanan publik (Nugroho dan Rohman, 2012).
Pelayanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah
(Sumarjo, 2010). Setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan

kinerja keuangan dan sebaliknya.

Intergovernmental Revenue
Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari
pusat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam dan

Parsche, 2002). Patrick (2007) mengartikan intergovernmental revenue
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sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari
pihak eksternal yaitu, transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai
imbalannya, pemerintah daerah memberikan bentuk akuntabilitas kepada
pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan
pendapatan (Patrick, 2007).

Aiken dan Hage (1968) mengungkapkan bahwa saling
ketergantungan antar pemerintah dapat memberikan dampak positif
dalam pertukaran gagasan, sumber daya, dan kegiatan yang pada
gilirannya meningkatkan kinerja suatu pemerintah. Oleh karena itu,
dengan adanya intergovernmental revenue pemerintah pusat berharap
pemerintah daerah mampu membiayai program-program pemerintah agar

dapat meningkatkan kinerjanya.

Ukuran Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk
memberikan pelayanan yang baik, maka harus didukung oleh aset yang
baik pula (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Ramsamy et al. (2005)
menjelaskan bahwa peningkatan ukuran suatu entitas berpotensi
mencapai kinerja yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan entitas yang
memiliki ukuran yang besar umumnya lebih dikenal oleh publik, sehingga
tuntutan publik menjadi lebih besar untuk melakukan pengungkapan yang
berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki entitas tersebut

(Cooke, 1992).
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Pemerintah daerah akan cenderung memberikan good news
dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Good news tersebut dapat
berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut
(Sumarjo, 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat Oyelere et al. (2003)
yang menyatakan bahwa, entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar
memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, karena para pihak eksternal ingin
informasi yang lebih banyak guna pengambilan keputusan investasi yang
lebih baik di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya,
fasilitas, dan informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat, sehingga semakin besar ukuran daerah yang
ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka

diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

Leverage

Leverage adalah salah satu cara untuk mengukur seberapa besar
entitas dibiayai dengan utang (Fahmi, 2011:62). Leverage digunakan
untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki suatu
entitas, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang
(Almilia dan Retrinasari, 2007). Menurut Fahmi (2011:62), penggunaan
utang yang terlalu tinggi akan membahayakan suatu entitas, karena akan
terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan
beban utang tersebut.

Sumarjo (2010) mengungkapkan hal yang berbeda mengenai
leverage, bahwa semakin besar leverage suatu pemerintah maka kinerja
keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan semakin baik.
Karena entitas yang memiliki leverage tinggi akan mendapat pengawasan

yang lebih dari kreditor, sehingga pemerintah daerah akan
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mengungkapkan lebih banyak informasi terkait dengan kinerjanya untuk
menghilangkan keraguan kreditur (Almilia dan Retrinasari, 2007) dan
terkadang pemerintah cenderung menyampaikan informasi-informasi
positif yang lebih lengkap untuk meyakinkan pihak kreditur (Jensen dan
Meckling, 1976). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Patrick (2007)
yang mengungkapkan bahwa, kreditor akan mengawasi aktivitas
pemerintah daerah agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah

akan membayar atas dana yang dipinjamnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kkinerja
keuangan pemerintah daerah telah dilakukan beberapa kali dengan
mengambil sampel dan variabel yang berbeda. Beberapa penelitian yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai
berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yaitu "Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah”. Penelitian ini menjadi acuan utama peneliti dalam melakukan
penelitian, di mana variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah
PAD, ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, intergovernmental
revenue, dan leverage. Sampel yang diambil yaitu, 125 pemerintah daerah
kab/kota dari 333 kab/kota di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
karena masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap

transfer dana dari pemerintah pusat. Ukuran legislatif dalam penelitian ini
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dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena masih
buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Sementara
faktor leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah, karena dengan semakin besarnya leverage pemerintah daerah
maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Ukuran
pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva juga berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan. Hal yang sama terjadi pada faktor
intergovernmental revenue, karena semakin besar intergovernmental
revenue maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah
tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011)
mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan PAD terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatra Utara menunjukkan
bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
kab/kota di Sumatra Utara karena semakin tinggi PAD yang digunakan
untuk membiayai pelayanan pembangunan maka semakin baik kinerja
keuangan pemerintah daerah tersebut. Serupa dengan yang dilakukan oleh
Julitawati et al. (2012) mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan
terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh yang
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh, sehingga apabila terjadi perubahan
PAD sebesar 1% akan meningkatakan kinerja keuangan pemerintah
sebesar 2,5%.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) melakukan penelitian mengenai
pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap

kinerja pemerintah daerah kab/kota di Indonesia tahun anggaran 2007,
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dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa variabel ukuran daerah,
kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah
pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian
tersebut memberikan implikasi kepada pemerintah daerah bahwa
pemerintah daerah dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih
baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang
dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah
dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat membuat
pemerintah daerah semakin baik dalam melaksanakan tugasnya karena
adanya pengawasan oleh pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) mengenai
pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan
pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian dengan sampel sebanyak 32 kabupaten/kota dari populasi 118
kab/kota. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran legislatif dan
pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan leverage tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan
oleh Suryani (2010) mengenai pengaruh rasio leverage terhadap kinerja
perusahaan memiliki hasil yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan
terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta
Islamic Index (JII) untuk peride 2004-2008. Hasil dari penelitian tersebut
menyatakan bahwa, rasio leverage berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan.
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2.5 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas,
peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja
keuangan (X)

|| Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah (Y)=
| Intergovernmental Revenue (X2) 1

Rasio kemandirian

keuangan daerah

2. Rasio efektivitas

Ukuran Pemerintah Daerah (X3)
pendapatan daerah

3. Rasio efisiensi

|| Leverage (X4)

2.6 Perumusan Hipotesis
2.6.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
PAD merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan pelayanan publik (Nugroho dan Rohman, 2012). Untuk
melaksanakannya, pemerintah daerah  dituntut  untuk  dapat
mengoptimalkan dan meningkatkan PAD pemeritah daerah tersebut,
sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik
yang akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah.
Penelitian mengenai PAD dilakukan oleh Julitawati et al. (2012) dan

Nasution (2011) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh terhadap
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kinerja keuangan pemerintah. Apabila terjadi peningkatan PAD sebesar
1%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat 2,5%. Berbeda
dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa PAD
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk
menguji kembali penelitian Sumarjo (2010) dan berlandaskan pada
penelitian Julitawati et al. (2012) dan Nasution (2011), hipotesis penelitian
berikut dikemukakan:

H;: Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi

Selatan.

2.6.2 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue adalah dana yang diberikan pemerintah
pusat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, dengan
adanya dana tersebut, pemerintah pusat berharap kinerja pemerintah
daerah semakin baik dalam melaksanakan pelayanan publik (Aiken dan
Hage, 1968). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sumarjo (2010) dan Julitawati et al. (2012) menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh positif antara intergovernmental revenue dengan Kkinerja
keuangan pemerintah daerah. Besarnya intergovernmental revenue
menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah
daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan
hasil penelitian Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa
intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Untuk menguji kembali penelitian Sesotyaningtyas
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(2012) dan berlandaskan pada penelitian Sumarjo (2010) dan Julitawati et
al. (2012), hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H,: Intergovernmental revenue merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi

Selatan.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya aset
suatu pemerintah daerah memberikan indikasi penting mengenai
kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar
umumnya lebih dikenal oleh publik, sehingga tuntutan publik terhadap
kinerja pemerintah daerah tersebut pun semakin tinggi (Cooke, 1992).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Mustikarini dan
Fitriasari (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah
daerah semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama
tersebut dibuktikan oleh penelitian Suryani (2010) menyatakan bahwa
ukuran suatu entitas berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan hasil
penelitian di atas, hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

Hs: Ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi

Selatan.
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2.6.4 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage menggambarkan seberapa besar struktur modal suatu
entitas dibiayai dengan utang. Pemerintah daerah yang memiliki leverage
tinggi akan mengungkapkan informasi yang lengkap dan positif untuk
menghilangkan keraguan kreditor (Almilia dan Retrinasari, 2007 dan
Jensen dan Meckling, 1976). Kreditor akan mengawasi aktivitas
pemerintah daerah agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah
akan membayar atas dana yang dipinjamnya (Patrick, 2007), sehingga
memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengungkapkan
bahwa semakin besar leverage suatu pemerintah maka kinerja keuangan
yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Karena
entitas yang memiliki leverage tinggi akan mendapat pengawasan yang
lebih dari kreditor. Sejalan dengan penelitian Suryani (2010) yang
menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) berpendapat
lain. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, leverage tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk menguji kembali
penelitian Sesotyaningtyas (2012) dan berlandaskan pada penelitian
Sumarjo (2010) dan Suryani (2010), hipotesis penelitian berikut
dikemukakan:

Hs: Leverage merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah kab/kota se- Sulawesi Selatan.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Sekaran dan Bougie (2009:102) bahwa rancangan
penelitian terdiri dari tujuan penelitian, jenis investigasi, study setting, unit
analisis, dan time horizon. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian
hipotesis yang menjelaskan sifat hubungan tertentu dengan investigasi
korelasional, karena peneliti ingin lebih lanjut melihat hubungan antara faktor-
faktor yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan sumber data
sekunder dengan jenis data adalah data documenter yaitu laporan keuangan
pemerintah daerah. Dalam penelitian ini digunakan aplikasi SPSS sebagai
program untuk menganalisis data.

Penelitian ini juga menggunakan study setting noncontrived yaitu,
penelitian yang tidak melakukan perekayasaan objek penelitiannya. Unit
analisis penelitian ini berupa organisasi yaitu pemerintah kabupaten/kota se-
Sulawesi Selatan. Time horizon penelitian ini menerapkan longitudinal, yaitu
bentuk penelitian yang dilakukan pada lebih dari satu batas waktu untuk
menjawab pertanyaan penelitian, dalam hal ini, penelitian menggunakan data

laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2009-2011.
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